Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MaGE o\

PERATURAN waLiko
TA
NOMOR 4 MAGELANG

TAHUN 2010

PAJAK AIR TANAH

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, agar dapat dilaksanakan
secara optimal dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peqagihan Paja.k
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonis;l-z
Tahun 1997 Nomor 42, Tambaha‘n Lembaran Ngggr;:] R;'pu i
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah d;)u :n Nzng;:;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LelnggarT baghan
Republik Indonesia Tahun ZOOQ Nomor : am

i n Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2 tentang Pengadilan
or 14 Tahun 200
: Nogn;ra Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

baran Negara Republik Indonesia Nomor

Lembara

Undang-Undan
Pajak (Lembaran Ne
27, Tambahan Lem

e Nomor 17 Tahun 2003 ten_tang Keuangan
Undang-Undang o Negara Republik Indonesia Tal:u; 200_3
Negara (Len-qrbafzahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, am

Nomor 4286 );



10.

11

12,

13.

14.

15.

N

Undang‘Undan
(Lembaran g
Tambahan e

8ara Republik |ng
Mbaran Negara g
Undang-Unda
Daerah (Lem

200-'.1 tentang Sumber Daya Air
onesia Tahun 2004 Nomor 32,

Publik Indonesig Nomor 4377);
N Nomor 3 1

baran Negara

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
embaran Negara Republik Indonesia

: , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te_ntang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar.a Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pen_1ermtahan_ Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

: Tahun 2010 tentang Tata Cara
pemerintah Nomor 69 _
Pera;c)urf’:n dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan l?ajak Daera_h
Pemberi ‘busi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesFa
Eat:‘ R(‘E’ZJ(()rilouNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

ahun !

; 161);
Indonesia Nomor 5
rah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Fentang
Peraturan Dae. 2han Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Urusa; Eege&r;gelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
Daerah Ko

2008 Nomor 2);



Kot
" 3 T?rielang Nomor 4 Tahyn 2008 tentang

d
(Lem aran D3 h KOtaaMaggfs Pokok Organisasi Dinas Daerah
€lang Tah .
1Z. Peraturap, Daerah Kota m =g

18.

Peratur
Pokok-:;kgf irah Kota Mag9|3ng Nomor 2 Tahun 2009 tentang
€ngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
19,

! Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TE

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kota Magelang.
& Walikota adalah Walikota Magelang.

3 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. B
4, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya d:mgk:t
DPPKD, adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Magelang.
3,

Kepala DPPKD adalah Kepala DPPKD Kota Magelang. -
5 Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada .

oleh oran
: Pajak Daerah adalah kontribusi wajib k:pagarg:seariz nyijnfd;igﬁ:dgang, denga,g,
' i sa be
Pribadi ang bersifat mema . i S
tidak ;Zt::ag::annyimialan secara langsung dan digunakan un p

akyat.
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran raky -
kesatuan bai
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal Vanfar:el:‘s‘:;:a”yang -
Yang n: la: ksi us:fha maupun yang s melakulainnya Badan Usaha Milik
N komanditer, perseroan ’ dal
Perseroan terbatas, perseroan Ko BUMD) dengan nama dan dalam

ilik Daerah (
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Muliﬂ;:na pensiun, persekutuan, perkumpulan,
i i rasl,
€ntuk apapun, firma, kongsi, kope




10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19,

20,

4,

2,

3

-4.
yayasan, organisas;j Masa, orpan:
» TBaNisasi ¢ e
dan bentuk badan lainn S0sial politij
Yya ter " atau organisas; |a;
M. Masyk kontrak investag; ki?enl::is;jlamg L g iy
M dan bentuk usaha

Pajak Air Tanah, yang Selanjytn,

; Ya disep i
dan/atau pemanfaatan, air tanap, " Paiak, adalah Pajak atas pengambilan

Air Tanah adalah jjr
permukaan tanah,

'ib a.ak ' [ i

Pajak, dan pemunguyt Pajak, yan

» Y4Ng mempuyn ai o .
dengan ketentuan Peraturan perundang-u:da:Z:ndzer;:‘;;akJ::\ag per;i'ajakan esual
deran,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakap Daerah yang ;terdapat
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan,
Surat Keputusan Keberatan adalah surat kep_)utusan a;a:eﬁ:eg:;:: terhadap Surat
Ke'fe’capan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daera ] . \
Nilaj Perolehan Air, yang selanjutnya disingkat NPA, adalzznatiar:ayo'nl: r:'e a;rt\a{;‘:g
Yang telah diambil dan dikenakan Pajak, besarnya sama deng
diam | dikalikan Harga Dasar Air. PERS S S
. el HDAp adala R
Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat air Baku dikalikan Faktor Nilai Air
Volume yang akan dikenai Pajak yaitu Harga Al



(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

B3)

(5)

Dikecualikan darj objek Pajak Ai

i I Tanah
pemanfaatan Ajr Tanah untuk ke adalah Pengambilan  dan/atay
dan perikanan rakyat, Perluan gz /

Pasal 3
Subjek Pajak adalah Orang pribadj
i at
dan/atau pemanfaatan Air Tanah, 3u Badan yang melakukan pengambilan

Wajib Pajak adalah orang pribadi at
au i
dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Badan Yang melakukan pengambilan

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah -

a. untuk orang pribadj adalah org

; M8 Yang bersangkutan ku ;
warisnya; g » Kuasanya, atau ahli

b. untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya,

BAB I
DASAR PENGENAAN, TARIE DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.

Cara menghitung NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan
mengalikan Volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung
Menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :

d.  jenis sumber air;

b lokasi sumber air;

€ tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
€. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambian dan/atau

Peémanfaatan air. -

i Walikota dengan

HDA ditetapkan secara periodik oleh Walikota melalui Ks:uati:iz:a . pfda
Memperhatikan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebag

ayat (1),

Besamva NPA sebagaimana dimaks
®8iatan Badan Usaha Milik Daerah
ditetapkan oleh Walikota.

jang digunakan untuk
ayat (1) sepanjang .
u&S:nd;) J;ng memberikan pelayanan publik



2 Pasal 5

if Pajak sesuai dengan Perat

Tarif PaJa uran Daer

sebesar 20% (dua puluh persep), = Kot Magelang Nomor 10 Tahun 2010 adalah
Pasal g

mengalikan tarif sebagaimana
d dalam Pasal 4,

BAB |y
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah

(2)  Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala DPPKD adalah :

a.  melaksanakan administrasi dan pendaftaran Objek dan Subjek Pajak;

b.  memberikan kajian kepada Walikota perihal penetapan Harga Dasar Air;
¢.  menghitung besarnya NPA;

d.  menghitung dan menetapkan besarnya Pajak yang terutang;

€. menerbitkan SKPD;

f.  menerbitkan surat teguran;
g. menerbitkan STPD;
h.  menerbitkan SKPDLB;

menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran Pajak;

J- memungut dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaky;

K. memberikan kajian kepada Walikota perihal pfer'mohc?nar.\ pengurangan,
keringanan dan pembebasan Pajak dan sanksi administrasi Pajak;

L. memberikan kajian kepada Walikota guna gengambilan keputusan terhadap
keberatan Pajak atas permohonan Wajib Pajak; |

M. memberikan kajian kepada Walikota terhadap permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Pajak;

N. melaksanakan pembetulan, pemb
penghapusan atau pengurangan sa

ketentuan yang berlaku; |
an Pajak ke Kas Daerah Kota Magelang;

atalan, pengurangan ketetapan dan
nksi administrasi Pajak sesuai dengan

. menyetorkan penerima . |

ksud ada
- i pelaksanaan tugas sebaganmgna dima D
R P s pulan kepada Walikota.

huruf a sampai dengan huruf o setiap



-7.

BABy
AAT TERUTANG, DAN PENETAPA
N PAJAK

Pasal g

viasa Pajak adalah jangka wakty Yang lamany 53aMa dengap, 1 (satu)
Satu) bulan kalender.

Pasal g

kan Laporan Data Subjek :
1) Berdasar ubjek dan Objek Pai . .
( jajaran DPPKD yang ditunjuk e, Kepala DPFJJaKIg Kepala DPPKD atau pejabat di

Pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. "R, dan R

(2)  SKPD paling sedikit memuat g

a.  nama Wajib Pajak atay Kuasanya;

b. masa Pajak;

c.  besarnya pemakaian Ajr Tanah;

d. besarnya tarif Pajak;

e.  besarnya ketetapan Pajak;

f.  tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;

8- tempat pembayaran Pajak;
h.  sanksi keterlambatan pembayaran Pajak.
B)  SKPD harus dilengkapi dengan tanda penerimaan.

(4) Tatacara dan petunjuk teknis penghitungan pajak Air Tanah diatur lebih lanjut
oleh Kepala DPPKD.

B Bentuk, isi, ukuran dan kualitas Blangko SPOPD dan SKPD, diatur lebih lanjut oleh
Kepala DPPKD.

Pasal 11
ma Walikota dapat
Q) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala DPPKD atas na
Menerbitkan STPD jika:
ibayar;
% pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibay /ot s
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga >

STPD Paling sedikit memuat :

% nama Wajib Pajak atau Kuasanyd;

b. alamat Wajib Pajak; "
nksi;

besa rnya Pajak Terutang termasuk sa

i tanggal jatuh tempo;

g,

tempat pembayaran Pajak.



(3)
(4)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

B3)

(1)

2)

..
STPD harus dilengkap; dengan tanda t
ici erj
Bentuk, isi, ukuran dap kualitag STp
lebih lanjut oleh Kepala DPPKD D

ma STpp.

Sebaga; i
dBaimanga dimaksyq Pada ayat (1) diatur

BAB v
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Pajak yang terutang harys
belas) bulan berikutnya dari

lambat dalam waktu 1 x 24 jam B
Daerah Kota Magelang.

BAB Vi
PENAGIHAN

Pasal 13

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan
atau Surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejents sebag?imana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPPKD dengan dilengkapi tanda

Penerimaan.

Pasal 14

£ i i i dalam jangka waktu
ila i ; i bayar tidak dilunasi da
Apabila jum k yang masih harus di : <
Sgbaglfijuanlaazipa;isuyd dgala pasal 11, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih

dengan Surat Paksa.

luh satu) hari
etelah lewat 21 (dua pu

Kepala DPPKD menerbitkan Surat Paksa S SR g,

Sejak tanggal Surat Teguran, Surat peringatan atau Surat lain yang



pajak yang terutang berdasarkan 5
Keputusan Keberatan dan Putusan g5, » Surat Keputusan

: ndin :
pajak pada waktunya dapat ditagih dengap, SguZ:tng ildak atau kurang
aksa,

Pembetulan, Surat
dibayar oleh Wajib

jib Pajak dengan alas
(1) Waji an tertenty dq .
dan pembebasan Pajak kepada Walikotapalt mengajukan Pengurangan, keringanan

(2 Kepala DPPKD berdasarkan per,
Walikota perihal pengajuan pen
Waijib Pajak.

(3) Tata cara pengajuan Pengurangan,

: . keringanan ¢ .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaty g an pembebasan Pajak

r oleh Kepala DPPKD,

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS| ADMINISTRASI

Pasal 17

(1)  Kepala DPPKD untuk dan atas nama Walikota karena jabatannya atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

() Kepala DPPKD untuk dan atas nama Walikota dapat :

a.  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan Pajak yang terutang, yang disebabkan bukan karena

kekhilafan atau kesalahan Wajib Pajak;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar;

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18
' tu:
H Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu

a. SKPD;
b sTPp |
) Keberatan diaiuk r3 tertulis dalam bahasa Indonesia M}/apbgpt;?:;( dan benar
atan diajukan seca . ani Waji .
dengan di J | n-alasan yang jelas dan dltandatang |
(3) sertal afasa pan Pajak secara jabatan,

tas keteta
Dalam haj Wajib Pajak mengajukaqkkeb:fzzrl‘(;;aran penetapan Pajak tersebut,
3jib Pajak harus dapat membuktikan ke



(4)

(1)

(2)

3)

(4)

()
(6)

(7)

H'al-hal Yang belum diatur dalam Peraturan ini,
Giatyr jg,

i

Atas keberatan yang diajukan olep,

paling lama 3 (tiga) byja,, sejak ¢ Waiib Paja Kepala Dppkp gg

suatu kajian kepada Walikotg atas kep Eberat-an diterima, harus memberi

a. namadan Alamat Wajib Pajak;

b. masa Pajak;

c.  besarnya kelebihan Pembayaran pajak.

d. alasanyang jelas.

Atas pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak,
Kepala DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus
memberikan kajian kepada Walikota;

Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, Kepala DPPKD harus segera
menerbitkan SKPDLB apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak dikabulkan;

Paling lambat dalam Jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKPDLB diterbitkan, Kepala
DPPKD harus segera menerbitkan SP2D;

Imbalan bunga kepada Wajib Pajak akibat keterlambatan penerbitan SKPDLB
dan/atau SP2D menjadi tanggung jawab Kepala DPPKD.

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan denga'n utang Pajak lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), pembayarannya dllakukarll dengan cara_
Pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti

Pembayaran.
BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan

bih lanjut oleh Kepala DPPKD.



~11

Pasal 23
peraturan Walikota ini mulai beria,, . o "aN88al 1 Januari 2014

pgar setiap Orang mengetahuinya,

€merintahk,
dengan penempatannya dalam Berita

N pengundan
Daerah Kota

gan Peraturan Walikota ini
Magelang,

Ditetapkan di Magelang
Pada tangga

3\ Desermiber 201

A MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

iundangkan di Magelang
Eada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pit

f-a
AZIS AGUS SURYI(}A’O

NOMOR 43
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010



